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BUPATI PENAJAM PASER UTARAPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARANOMOR 39 TAHUN 2016
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 3dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraNomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang StrukturOrganisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian TugasDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten PenajamPaser Utara;
 Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

Page 2
                        
                        

- 2 -
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPenajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).
 MEMUTUSKAN:
 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATAKERJA, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINASPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATENPENAJAM PASER UTARA.
 BAB IKETENTUAN UMUM
 Pasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:
 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Penajam Paser Utara.
 6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten PenajamPaser Utara.
 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Penajam Paser Utara.
 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenajam Paser Utara.
 9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKabupaten Penajam Paser Utara.
 10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kabupaten Penajam Paser Utara.
 11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Penajam Paser Utara.
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsurpelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangpada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Penajam PaserUtara.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional padaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.
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 BAB IITUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
 Bagian KesatuKepala Dinas
 Pasal 2(1) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang KepalaDinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah.(2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokokmemimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaanurusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruangsesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
 b. perumusan program dan bimbingan teknis serta pengarahan dalampelaksanaan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputibina marga, cipta karya, pengairan, tata ruang, UPT serta tugas-tugaskesekretariatan;
 c. pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaantugas satuan kerja;
 d. evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahbidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya.
 Bagian KeduaSekretariat
 Pasal 3(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikantugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputipengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan,administrasi umum dan kepegawaian.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Sekretaris menyelenggarakan fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja pengelolaan
 pelayanan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. penyiapan bahan pedoman dan bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja pelayanan administrasikeuangan, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan,
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 perlengkapan, pemeliharaan, hukum, kehumasan dan pengaduanmasyarakat;c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelengaraan tugas-tugasbidang secara terpadu;d. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja pelayanan kesekretariatan;e. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian bahanpertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyusunan program, pengelolaanadministrasi keuangan dan administrasi umum serta kepegawaian.f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dang. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
 Pasal 4Sekretariat membawahkan:a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 Paragraf 1Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
 Pasal 5(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugaspokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencanaprogram kerja dan pengelolaan keuangan dinas.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangansesuai ketentuan yang berlaku;
 b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semuapekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedomanpelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasarpelaksanaan kegiatan perencanaan program dan keuangan;
 d. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dari masing-masing bidang dan UPT;
 e. melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalampenyusunan rencana strategis bidang pekerjaan umum;
 f. melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan menyajikan data statistik dalamrangka mempersiapkan bahan-bahan perumusan rencana dan program dinas;
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 g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya agar diperoleh datahasil pelaksanaan program kerja dinas;
 h. mengumpulkan, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaankeuangan dinas;
 i. menyusun rencana kebutuhan anggaran dinas;
 j. mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan berdasarkan peraturanperundang- undangan;
 k. melakukan pembukuan keuangan, perjalanan dinas, pembayaran gaji dantunjangan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 l. melakukan pengawasan dan bimbingan kepada bendahara dalammelaksanakan tugasnya;
 m. melakukan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan belanja dinas;
 n. menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program dan keuangan agar sesuaidengan rencana;
 o. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pertimbangan atasan;
 p. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian PerencanaanProgram sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 q. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 Paragraf 2Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Pasal 6(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugaspengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelayanan administrasi umum dandinas.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:a. menyusun program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
 ketentuan yang berlaku;b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan
 dapat diselesaikan dengan baik;c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun
 pedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbinganteknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan umum dankepegawaian;
 d. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan suratmenyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan,penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusiannya;
 e. melakukan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantordan pendataan invetaris kantor;
 f. menyelenggarakan administrasi perkantoran;g. menyusun dan mengusulkan program peningkatan sumber daya manusia
 satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum;
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 h. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, kebersihan dan keamanan kantor;i. melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;j. melakukan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan
 mutasi pegawai;k. melakukan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti
 pendidikan dan pelatihanstruktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;l. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai
 bahan pertimbangan atasan;m. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
 Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas
 dan fungsinya.
 Bagian KetigaBidang Bina Marga
 Pasal 7(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Kepala Bidang Bina Marga mempuyai tugas mengkoordinasikan danmengendalikan tugas- tugas bidang pelayanan Bina Marga yang meliputikegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan serta pemeliharaanprasarana jalan dan jembatan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang binamarga;
 b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja bidang bina marga;
 c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja pembangunan prasarana jalan dan jembatan, peningkatanprasarana jalan dan penggantian jembatan serta pemeliharaan prasaranajalan dan jembatan;
 d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang bina marga sebagaipertanggungjawaban tugas; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangtugas dan fungsinya.
 Pasal 8Bidang Bina Marga membawahkan:
 a. Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 b. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan.
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 Paragraf 1Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan
 Pasal 9(1) Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin olehseorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.(2) Kepala Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyaitugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas pembangunan prasarana jalan dan jembatan.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. menyusun program kerja Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan danJembatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semuapekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusunpedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbinganteknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalandan jembatan;
 d. menyiapkan bahan pengusulan kebijakan pelaksanaan pembangunanprasarana jalan dan jembatan;
 e. menyusun rumusan kebijakan perencanaan jalan kabupaten, jalan desa danjalan kota;
 f. menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten,jalan desa dan jalan kota;
 g. menyusun perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran pengadaanlahan serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten, jalan desa dan jalankota;
 h. menyusun perencanaan teknis, pemograman dan pengelolaan pembangunan,dan peningkatan jembatan serta penganggarannya;
 i. menyusun perencanaan manajemen jalan kabupaten, jalan desa dan jalankota;
 j. melakukan penetapan status jalan kabupaten, jalan desa dan jalan kotaberdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
 k. melakukan pendataan dan update data base pembangunan prasarana jalandan jembatan;
 l. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pertimbangan atasan;
 m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang PembangunanPrasarana Jalan dan Jembatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaantugas; dan
 n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
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 Paragraf 2Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan
 Pasal 10(1) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan dipimpin olehseorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.(2) Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan mempunyaitugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. menyusun program kerja Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatansesuai ketentuan yang berlaku;
 b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaandapat diselesaikan dengan baik;
 c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusunpedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbinganteknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana jalan danjembatan;
 d. menyusun perencanaan umum dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalandesa dan jalan kota dan jembatan berdasarkan kebijakan nasional di bidangjalan;
 e. melaksanakan pengelolaan manajemen dan pemeliharaan jaringan jalankabupaten, jalan desa dan jalan kota dan jembatan;
 f. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan desa danjalan kota dan jembatan;
 g. melakukan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalankabupaten, jalan desa, jalan kota dan jembatan;
 h. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pertimbangan atasan;
 i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang PemeliharaanPrasarana Jalan dan Jembatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaantugas; dan
 j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
 Bagian KeempatBidang Cipta Karya
 Pasal 11(1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Kepala Bidang Cipta Karya mempuyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikantugas-tugas bidang pelayanan cipta karya yang meliputi kegiatan Sub Bidang
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 bangunan dan arsitektur serta penataan bangunan negara dan bangunan umum.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang cipta karya;
 b. penyiapan bahan pedoman bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja bidang cipta karya;
 c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja bangunan dan arsitektur serta penataan bangunan negara danumum;
 d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang cipta karya sebagaipertanggungjawaban tugas; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangtugas dan fungsinya.
 Pasal 12Bidang Cipta Karya membawahkan:
 a. Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur;
 b. Sub Bidang Penataan Bangunan Negara dan Umum.
 Paragraf 1Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur
 Pasal 13(1) Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidangyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangCipta Karya.(2) Kepala Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas bangunan dan arsitektur.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang bangunan dan arsitektur;
 b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidangbangunan dan arsitektur;
 c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan SubBidang bangunan dan arsitektur sebagai bahan penyusunan LPPD tahunandan LPPD lima tahunan Kabupaten;
 e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
 f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) danrencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur;
 g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaanAnggaran (DPA) Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur;
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 h. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penataanarsitektur;
 i. menyiapkan bahan pengaturan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatanbangunan;
 j. menyiapkan bahan penataan dan pembangunan gedung;
 k. melaksanakan perhitungan rencana biaya pembangunan gedung;
 l. menyusun bahan pendataan bangunan gedung;
 m. menyusun bahan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan dan arsitektur;
 n. melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
 o. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasilkegiatan Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur;
 p. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
 q. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
 r. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub BidangBangunan dan Arsitektur ;
 s. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagaipedomandalam pelaksanaan tugas;
 t. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
 u. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 v. membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuaidengan ketentuan yang berlaku;
 w.membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaantugas dapat berjalan lancar;
 x. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pertimbangan atasan;
 y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang eksi Gedungdan Kelistrikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 z. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
 Paragraf 2Sub Bidang Penataan Bangunan Negara dan Umum
 Pasal 14(1) Sub Bidang Penataan Bangunan Negara dan Umum dipimpin oleh seorangKepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Bidang Cipta Karya.(2) Kepala Sub Bidang Penataan Bangunan Negara dan Umum mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas penataan bangunan negara dan bangunan umum.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
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 a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penataan BangunanNegara dan Umum;
 b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang PenataanBangunan Negara dan Umum;
 c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnyasebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan SubBidang Penataan Bangunan Negara sebagai bahan penyusunan LPPDtahunan danLPPD lima tahunan Kabupaten;
 e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
 f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) danrencana kinerja (RENJA) sub bi Sub Bidang ang penataan bangunan negaradan umum;
 g. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Sub Bidang penataan bangunan negara dan umum;
 h. menyiapkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penataanbangunan negara dan umum;
 i. menyiapkan bahan pengaturan, pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatanbangunan negara dan umum;
 j. menyiapkan bahan penataan dan pembangunan bangunan negara danumum;
 k. melaksanakan perhitungan rencana biaya pembangunan bangunan negaradan umum;
 l. melaksanakan koordinasi dengan bidang lain;
 m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasilkegiatan Sub Bidang penataan bangunan negara dan umum;
 n. menyiapkan bahan rekomendasi / saran teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 o. melaksanakan pemeriksaan rencana teknis site plan bangunan negara danbangunan umum;
 p. menyiapkan bahan rekomendasi teknis kelayakan penggunaan bangunannegara dan bangunan umum;
 q. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
 r. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
 s. melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidangpenataan bangunan negara dan umum;
 t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
 u. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
 v. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 w.membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuaidengan ketentuan yang berlaku;
 x. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaantugas dapat berjalan lancar;
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 y. membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagaibahan pertimbangan atasan;
 z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang PenataanBangunan Negara dan Umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaantugas; dan
 aa. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
 Bagian KelimaBidang Pengairan
 Pasal 15(1) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Kepala Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas bidang Pengairan yang meliputi irigasi dan rawa,danau, sungai dan pantai.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KepalaPengairan menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pengairan;
 b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja bidang pengairan;
 c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja irigasi dan rawa, danau, sungai dan pantai;
 d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pengairan sebagaipertanggungjawaban tugas; dan
 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasdan fungsinya.
 Pasal 16Bidang Pengairan membawahkan:
 a. Sub Bidang Air Baku, Sungai dan Pantai;
 b. Sub Bidang Irigasi dan Rawa.
 Paragraf 1Sub Bidang Air Baku, Sungai dan Pantai
 Pasal 17(1) Sub Bidang Air Baku, Sungai dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Sub
 Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang Pengairan.
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 (2) Kepala Sub Bidang Air Baku, Sungai dan Pantai mempunyai tugasmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas bidang air baku, sungai dan pantai.
 (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dankriteria kegiatan pengelolaan hidrologi dan kualitas air baku, hidrologiwilayah sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 b. penyusunan rencana dan program air baku, sungai dan pantai sertadrainase utama perkotaan;
 c. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hidrologi dan kualitasair baku, sungai, pantai, irigasi, rawa dan drainase utama perkotaan;
 d. pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air baku, hidrologi wilayahsungai, dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 e. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan air baku, sungaidan pantai serta drainase utama perkotaan;
 f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres pelaksanaankegiatan pengelolaan air baku, sungai dan pantai serta drainase utamaperkotaan;
 g. pelaksanaan pengolahan, penyajian, dan pengembangan sistem informasidan data sumber daya air serta jaringan drainase utama perkotaan;
 h. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana danprasarana pada air baku, sungai dan pantai serta drainase utamaperkotaan;
 i. penyusunan kajian mengenai lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait;
 j. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penangananmitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 k. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangandarurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasaranaair baku, sungai dan pantai, dainase utama perkotaan, bendung,bendungan, waduk, embung, serta fasilitasi jaringan sumber daya airdaerah;
 l. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasidan pemeliharaan;
 m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugasbawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; dan
 n. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas danfungsinya.
 Paragraf 2Sub Bidang Irigasi dan Rawa
 Pasal 18(1) Sub Bidang Irigasi dan Rawa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BidangPengairan.
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 (2) Kepala Sub Bidang Irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang irigasidan rawa.
 (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dankriteria kegiatan irigasi dan rawa;
 b. penyusunan rencana dan program irigasi dan rawa;c. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa;d. pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa;e. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi dan rawa;f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres pelaksanaan
 kegiatan konstruksi irigasi dan rawa;g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi irigasi dan rawa;h. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi irigasi dan rawa;i. pelaksanaan penyajian data dan informasi irigasi dan rawa;j. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan
 prasarana pada irigasi dan rawa;k. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan
 prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaanverifikasi alokasi air;
 l. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugasbawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; dan
 m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas danfungsinya.
 Bagian KeenamBidang Tata Ruang
 Pasal 19(1) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.(2) Kepala Bidang Tata Ruang mempuyai tugas mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas bidang tata ruang. yang meliputi perencanaan tataruang dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang tataruang;
 b. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja bidang tata ruang;
 c. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja bidang tata ruang;
 d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas tata ruang sebagaipertanggungjawaban tugas; dan
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 e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangtugas dan fungsinya.
 Pasal 20Bidang Tata Ruang membawahi Sub Bidang sebagai berikut :
 a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
 b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
 Paragraf 1Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi
 Pasal 21(1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi dipimpin olehseorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.(2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyaitugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah :
 a. menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan JasaKonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 b. membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaandapat diselesaikan dengan baik;
 c. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusunpedoman pelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja dan bimbinganteknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tata ruang dan Jasa Konstruksi;
 d. melakukan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruangkawasan/lahan wilayah dan penetapan kawasan strategis dalam rangkapenyelenggaraan penataan ruang;
 e. melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan program kerjabidang tata ruang;
 f. melakukan sosialisasi norma, stándar, prosedur kerja penataan ruang danpenyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 g. memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan danpengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan;
 h. melaksanakan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah dengandunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana danprasarana perkotaan dan pedesaan;
 i. menyusun peraturan daerah mengenai norma, stándar, prosedur dankriteria (NSPK), Kasiba, Lisiba dan pembangunan kawasan di wilayahkabupaten;
 j. melakukan penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat)mil dari garis pantai;
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 k. melakukan pengembangan sistem informasi tata ruang dan Jasa Konstruksidalam wilayah kabupaten;
 l. menyusun dokumen Rencana Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, sertaRencana Tata Ruang Rinci di wilayah Kabupaten; dan
 m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupuntertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalampelaksanaan tugas.
 n. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang tataruang dan jasa kontruksi;
 o. penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi dalampenerapan standar pelaksanaan program kerja bidang tata ruang dan jasakontruksi;
 p. penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaanprogram kerja pembinaan bidang tata ruang dan jasa kontruksi; dan
 q. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas pembinaan tugas tata ruangdan jasa kontruksi sebagai pertanggungjawaban tugas;
 Paragraf 2Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
 Pasal 22(1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang dipimpin oleh seorangKepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang Tata Ruang.(2) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang mempunyai tugaspokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpelaksanaan tugas Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang.(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah :
 a. menyusun program kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruangberdasarkan ketentuan yang berlaku;
 b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberiarahan sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapaiefektifitas pelaksanaan tugas;
 c. menyusun dan/atau memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan prosedurdan ketentuan yang berlaku untuk menemukan kesalahan-kesalahan gunapenyempurnaan lebih lanjut;
 d. mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk pedomanpelaksanaan, norma, standar, prosedur kerja pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 e. melaksanakan bimbingan teknis guna mengetahui potensi strategis danpenyelesaian permasalahan pada pemanfaatan dan pengendalian ruang;
 f. mengumpulkan dan menyusun data base pemanfaatan ruang untuktersedianya data yang berkesinambungan guna pengendalian dan evaluasipada masa yang akan datang;
 g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan danpengendalian ruang yang bekerjasama dengan dinas/instansi lain yangterkait untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan rencana tata ruang;
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 h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasipelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk bahan evaluasidan tindak lanjut pelaksanaannya;
 i. memberikan rekomendasi teknis dan atau izin pemanfaatan ruang untuktercapainya pengelolaan pemanfaatan ruang yang tertib dan bertanggung jawab;
 j. melaksanakan pengecekan lokasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengandinas/instansi terkait guna mengetahui tingkat kesesuaian dengan rencana tataruang;
 k. menyusun peta pemanfaatan ruang wilayah;l. menyediakan informasi peta pemanfaatan ruang wilayah;m. melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan dinas/instansi atau
 lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas;
 n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengansumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukanuntuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
 o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupuntertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalampelaksanaan tugas.
 BAB IIIUNIT PELAKSANA TEKNIS
 Pasal 23(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.(2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas UPT ditetapkansecara tersendiri dengan Peraturan Bupati.
 BAB IVKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
 Pasal 24Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yangmenunjang pelaksanaan tugas pada dinas sesuai dengan bidang keahlian dankebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 Pasal 25(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atassejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.(2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsionalsenior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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- 18-(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban
 kerja.(4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaanpembentukannya dengan Peraturan Bupati.
 BAB VSUSUNAN ORGANISASI
 Pasal 26(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 c. Kepala Bidang Bina Marga membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan;
 d. Kepala Bidang Cipta Karya membawahkan:
 1. Sub Bidang Bangunan dan Arsitektur;
 2. Sub Bidang Penataan Bangunan Negara dan Umum.
 e. Kepala Bidang Pengairan membawahkan:
 1. Sub Bidang Air Baku, Sungai dan Pantai;
 2. Sub Bidang Irigasi dan Rawa;
 f. Kepala Bidang Tata Ruang membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 g. Unit Pelaksana Teknis;
 h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 BAB VITATA KERJABagian Kesatu
 UmumPasal 27
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- 19-(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada dinas merupakan satu kesatuan
 yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.(2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana pemerintah daerah, kegiatanteknis operasional diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok JabatanFungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariatmenurut bidang tugas masing-masing.(3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dandalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsionaldengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakantugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dansimplifikasi.(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas, wajib memimpin danmemberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
 Bagian KeduaPelaporanPasal 28(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas
 pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.(2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti danmematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masingserta memberikan laporan tepat pada waktunya.(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkunganDinas dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahanpertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.(4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepadaperaturan perundang-undangan.
 Bagian KetigaHal Mewakili
 Pasal 29(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk KepalaBidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.
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 BAB VIIKETENTUAN PENUTUP
 Pasal 30Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser UtaraNomor 30 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 31Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara.
 Ditetapkan di Penajampada tanggal 28 Desember 2016
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Ttd
 YUSRAN ASPAR
 Diundangkan di Penajampada tanggal 28 Desember 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
 Ttd
 TOHAR
 BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 39
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- 21- LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARANOMOR 39 TAHUN 2016TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA,TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGASDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 STRUKTUR ORGANISASIDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 KEPALA DINAS
 KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL SUB BAG
 UMUM DANKEPEGAWAIAN
 SUB BAGPERENCANAAN PROGRAM
 DAN KEUANGAN
 BIDANGTATA RUANGBIDANG
 PENGAIRANBIDANG
 CIPTA KARYABIDANG
 BINA MARGA
 SUB BIDANGAIR BAKU, SUNGAI DAN
 PANTAI.
 SUB BIDANGPERENCANAAN TATA RUANG
 DAN JASA KONSTRUKSI
 SUB BIDANGPEMBANGUNAN PRASARANA
 JALAN DAN JEMBATAN
 SUB BIDANGBANGUNAN DAN ARSITEKTUR
 SUB BIDANGPEMELIHARAAN PRASARANA
 JALAN DAN JEMBATAN
 SUB BIDANGPENATAAN BANGUNAN NEGARA
 DAN UMUM
 SUB BIDANGPEMANFAATAN DAN
 PENGENDALIAN TATA RUANG
 SUB BIDANGIRIGASI DAN RAWA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS(UPT)
 SEKRETARIS
 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Ttd
 YUSRAN ASPAR
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